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RINGKASAN 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik makelar dalam 

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi salah satu sumber 

penyelewengan dan kerugian keuangan negara. Meskipun telah terdapat kerangka 

hukum seperti Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, praktik permakelaran tetap eksis karena lemahnya pengawasan dan 

belum adanya ketentuan eksplisit yang mengatur peran makelar secara tegas. 

Makelar biasanya berperan sebagai perantara informal antara penyedia dan pejabat 

pemerintah, memengaruhi proses tender hingga memenangkan penyedia tertentu, 

dengan imbalan tertentu. Praktik ini menciptakan ketidakadilan, merusak prinsip 

meritokrasi, meningkatkan biaya pengadaan, serta membuka celah korupsi yang 

terstruktur. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan empiris guna memahami fenomena makelar 

secara menyeluruh, baik secara hukum maupun praktik lapangan. Kajian ini 

mengupas bagaimana hukum positif di Indonesia, seperti UU Tipikor, Perpres 

Pengadaan, hingga KUHD, mengatur atau belum mampu mengatur keberadaan 

makelar, serta mengevaluasi celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku. 

Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi teori hukum dan keadilan, teori 

penyimpangan sosial, dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang 

menyoroti peran struktur, substansi, dan kultur hukum dalam membentuk sistem 

pengadaan yang rentan. 

Penelitian ini juga menyoroti bahwa makelar bukan sekadar masalah 

legalitas, melainkan bagian dari budaya birokrasi transaksional yang telah 

melembaga, sehingga perlu reformasi struktural, pembenahan regulasi, penguatan 

lembaga pengawas, serta edukasi budaya hukum. Data dari KPK menyebutkan 

bahwa korupsi dalam pengadaan barang/jasa merupakan jenis korupsi paling 

dominan, dengan ratusan kasus tercatat sejak 2004. Dalam konteks hukum 

persaingan usaha, praktik makelar juga bersinggungan dengan persekongkolan 

tender yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999, menciptakan persaingan tidak sehat 

dan merugikan negara. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

merumuskan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan tegas terhadap keterlibatan 

pihak ketiga dalam pengadaan publik, memperkuat prinsip good governance, serta 

menciptakan pengadaan yang bersih, adil, dan bebas dari praktik informal yang 

merugikan publik dan negara.  



viii 

 FARISI, RAKHMAN. 2025. MAKELAR DALAM PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program 

Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini membahas fenomena keberadaan makelar dalam pengadaan 

barang/jasa pemerintah dari perspektif hukum positif di Indonesia. Meskipun telah 

ada regulasi formal seperti Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, praktik percaloan atau permakelaran masih kerap terjadi 

dan sulit diberantas karena bersifat informal, tidak terdokumentasi, serta 

memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan. Peran makelar berdampak 

negatif terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat 

dalam proses pengadaan, bahkan sering kali beririsan dengan praktik korupsi dan 

kolusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis 

hukum, dengan tujuan untuk menelaah bagaimana hukum positif mengatur atau 

menindak keberadaan makelar dalam pengadaan publik serta menawarkan solusi 

normatif dan praktis untuk mendorong reformasi sistem pengadaan yang bersih dan 

adil. 

 

Kata Kunci: Makelar, Pengadaan Barang/Jasa, Hukum Positif, Korupsi, 

Persekongkolan Tender 
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ABSTRACT  

This research explores the phenomenon of brokers in government procurement of 

goods and services from the perspective of Indonesia's positive law. Despite the 

existence of formal regulations such as Presidential Regulation No 46 of 2025 

concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 16 of 2018 

concerning Government Procurement of Goods/Services. 

, the practice of informal brokering remains widespread and difficult to eliminate 

due to legal loopholes and weak oversight. Brokers often operate outside the formal 

procurement system yet significantly influence decisions, thereby undermining 

transparency, accountability, and fair competition. In many cases, their roles 

intersect with corrupt and collusive practices. This study employs a normative legal 

and sociological legal approach to examine how Indonesian positive law regulates 

or penalizes broker involvement in public procurement and proposes both 

normative and practical legal reforms to support a more transparent and 

accountable procurement system. 

 

Keywords: Broker, Public Procurement, Positive Law, Corruption, Bid Rigging 
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